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Abstract: the office of Environment in Pasuruan district is appointed to 
assist the local government to in the issue of environment. Based on 
Law 32/2009, article 63 (3), the office determines the policy 
concerning environment-related permits, the enforcement of 
environmental regulation, facilitation of dispute resolution, 
management of environmental information, control of environmental 
impact in form of prevention, pollution rehabilitation and 
environmental damage. From the perspective of Islamic political 
science, the role of this office is similar to the role of wilâyah al-hisbah 
that had responsibility to al-amr bi al-ma’rûf wa al-nahy ‘an al-munkar 
(encourage community to do good and to avoid evil) 
Keywords: the office of environment, wilâyah al-hisbah. 
 
Abstrak: Badan Lingkungan Hidup (BLH) Kabupaten Pasuruan 
berdasarkan Pasal 63 Ayat 3 UU No. 32 Tahun 2009, berwenang 
untuk membantu kepala daerah dalam bidang lingkungan, yaitu 
menentukan kebijakan tingkat kabupaten/kota dalam hal memberikan 
izin lingkungan, penegakan hukum lingkungan hidup, memfasilitasi 
penyelesaian sengketa, mengelola informasi lingkungan hidup, 
pengendalian dampak lingkungan dalam arti pencegahan dan 
penanggulangan pencemaran dan kerusakan lingkungan. Dalam kajian 
fiqh siyâsah, Kewenangan Badan Lingkungan Hidup (BLH) memiliki 
kesamaan dengan apa yang dilakukan oleh wilâyah al-hisbah dalam hal 
pengawasan masyarakat. Wilâyah al-hisbah memiliki tugas dan 
wewenang khusus mengajak kepada ummat melakukan al-amr bi al-
ma’rûf wa al-nahy ‘an a-lmunkar bernama wilâyah al-hisbah. Tugas 
dab Wewenang Badan Lingkungan Hidup merupakan bagian dari 
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Masalah lingkungan semakin lama semakin besar, meluas, 
dan serius. Ibarat bola salju yang menggelinding, semakin lama 
semakin besar. Persoalannya bukan hanya bersifat lokal atau trans-
lokal, tetapi regional, nasional, trans-nasional, dan global. 
Dampak-dampak yang terjadi terhadap lingkungan tidak hanya 
berkait pada satu atau dua segi saja, tetapi saling berkaitan sesuai 
dengan sifat lingkungan yang memiliki multi mata rantai relasi 
yang saling mempengaruhi secara subsistem. Apabila satu aspek 
dari lingkungan terkena masalah, maka berbagai aspek lainnya 
akan mengalami dampak atau akibat pula.1 
Lingkungan hidup merupakan bagian yang mutlak dari 
kehidupan manusia. Dengan kata lain, lingkungan hidup tidak 
terlepas dari kehidupan manusia. Manusia mencari makan dan 
minum serta memenuhi kebutuhan lainnya dari ketersediaan atau 
sumber-sumber yang diberikan oleh lingkungan hidup dan 
kekayaan alam sebagai sumber pertama dan terpenting bagi 
pemenuhan berbagai kebutuhannya. Dari lingkungan hidup 
manusia, hewan, tumbuh-tumbuhan bisa memperoleh daya atau 
tenaga. Manusia memperoleh kebutuhan pokok atau primer, 
kebutuhan sekunder atau bahkan memenuhi lebih dari 
kebutuhannya sendiri berupa hasrat atau keinginan. 
Mencermati secara seksama mengenai lingkungan hidup 
yang mencakup semua makhluk Tuhan Yang Maha Esa, baik yang 
bernyawa dan tidak bernyawa, besar dan kecil, bergerak dan tidak 
bergerak, maka dapatlah dikatakan bahwa lingkungan merupakan 
sumber daya, karena sesuai dengan karakter dan sifatnya yang 
sangat kompleks tersebut dan memenuhi semua unsur yang 
terdapat dalam isi alam ini.2 
                                                             
1 Siahaan, Hukum Lingkungan dan Ekologi Pembangunan, (Jakarta: Erlangga, 2004), 1. 
2 Supriadi, Hukum Lingkungan di Indonesia, (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), 4. 
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Lingkungan sebagai sumber daya merupakan aset yang dapat 
diperlukan untuk menyejahterakan masyarakat. Hal ini sesuai 
dengan perintah pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 
yang menyatakan bahwa, bumi, air, dan kekayaan yang 
terkandung di dalamnya dipergunakan untuk sebesar besarnya 
untuk kemakmuran rakyat. 
Dari uraian di atas, dapat diartikan bahwa yang dimaksud 
dengan lingkungan adalah semua benda, daya dan kondisi yang 
terdapat dalam suatu tempat atau tempat manusia atau makhluk 
hidup berada dan dapat mempengaruhi hidupnya.3 
Pada mulanya masalah lingkungan hidup merupakan 
masalah alami, yakni peristiwa-peristiwa yang terjadi sebagai 
bagian dari proses natural. Akan tetapi, sekarang masalah 
lingkungan tidak lagi dapat dikatakan sebagai masalah yang 
semata-mata bersifat alami, karena manusia memberikan faktor 
penyebab yang sangat signifikan secara variabel bagi peristiwa-
peristiwa lingkungan. Tidak bisa disangkal bahwa masalah-
masalah lingkungan yang lahir dan berkembang karena faktor 
manusia jauh lebih besar dan rumit (complicated) dibandingkan 
dengan faktor alam itu sendiri. Manusia dengan berbagai 
dimensinya, terutama dengan faktor mobilitas pertumbuhannya, 
akal pikiran dengan segala aspek-aspek kebudayaannya, dan juga 
dengan faktor proses masa atau zaman yang merubah karakter 
dan pandangan manusia, merupakan faktor yang lebih tepat 
dikaitkan kepada masalah-masalah lingkungan hidup. 
Oleh karena itu, persoalan-persoalan lingkungan ini, seperti 
pencemaran, kerusakan, sumber daya alam, penyusutan cadangan 
hutan, musnahnya berbagai spesies hayati, erosi, banjir, bahkan 
jenis-jenis penyakit yang berkembang terakhir ini, diyakini 
merupakan gejala-gejala negatif yang secara dominan bersumber 
dari faktor manusia itu sendiri. Jadi, beralasan jika dikatakan di 
mana ada masalah lingkungan maka di situ ada manusia.4 
                                                             
3 Siahaan, Hukum Lingkungan dan Ekologi Pembangunan, 4 
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Selain kerusakan di darat dan di laut, juga terjadi kerusakan 
di udara. Kerusakan di udara sebetulnya akibat dari kerusakan di 
bumi, seperti terjadinya kabut yang disebabkan oleh pembakaran 
hutan, pemakaian bahan bakar fosil seperti minyak disel, bensin 
bertimbal dan lain-lain yang berakibat mengganggu pernafasan 
dan pandangan.5 
Timbulnya pencemaran tentu saja erat kaitannya dengan 
berbagai aktivitas manusia, antara lain berupa: 
1. Kegiatan-kegiatan industri, dalam bentuk limbah, zat-zat 
buangan berbahaya seperti logam-logam berat, zat radioaktif, 
air buangan panas (thermal water waste). Juga dalam bentuk 
kepulan asap (smog), kebisingan (polusi suara), dan lain-lain. 
2. Kegiatan pertambangan, berupa terjadinya kerusakan instalasi, 
kebocoran, pencemaran buangan-buangan penambangan, 
pencemaran udara dan rusaknya lahan-lahan bekas 
pertambangan. 
3. Kegiatan transportal, berupa kepulan asap, naiknya suhu udara 
kota, kebisingan dari kendaraan bermotor, tumpahan-
tumpahan bahan bakar terutama minyak bumi dari kapal-kapal 
tanker, dan lain-lain 
4. Kegiatan pertanian, terutama akibat residu pemakaian zat-zat 
kimia untuk memberantas binatang atau tumbuhan 
pengganggu seperti insektisida, pestisida, herbisida atau 
fungisida. Demikian pula pemakaian pupuk anorganik, dan 
lain-lain.6 
Bencana lingkungan hidup yang terjadi di negara Indonesia 
dekade terakhir ini telah menelan korban yang tak ternilai 
harganya. Ratusan ribu jiwa meninggal, sementara jutaan jiwa 
                                                             
5 Saryono, Pengelolaan Hutan, Tanah, dan Air dalam Perspektif Al-Qur’an, (Jakarta: Pustaka Husada 
Baru), 190 
6 Siahaan, Hukum Lingkungan dan Ekologi Pembangunan, 29 
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lainnya kehilangan masa depan, dan trilyunan rupiah juga harus 
dibayar akibat bencana alam tersebut. Pada 29 Mei 2006 lalu, telah 
terjadi banjir lumpur panas di kecamatan Porong Sidoarjo Jawa 
Timur, yang akhirnya membentuk kubangan lumpur panas yang 
memporak porandakan sumber penghidupan warga setempat. Tak 
kurang dari 90 hektar sawah tertelan lumpur panas. Sekitar 1110 
kepala keluarga harus mengungsi, meninggalkan tempat 
tinggalnya. Pencemaran lingkungan, kerusakan ekosistem, 
akhirnya kelangkaan sumber daya, berujung pada kelumpuhan 
aktivitas sosial ekonomi masyarakat.7 
Data BLH Jatim menyebutkan, peringkat PROPER tahun 
2009-2010, menyebutkan terdapat 6 perusahaan berstatus hijau, 58 
perusahaan berstatus biru, 26 perusahaan berstatus merah dan 15 
perusahaan berstatus hitam, serta 1 perusahaan telah tutup. 
Peringkat emas dan hijau untuk perusahaan yang telah melakukan 
upaya lebih dari taat dan patut menjadi contoh, peringkat biru 
bagi perusahaan yang telah taat, dan peringkat merah dan hitam 
bagi perusahaan yang belum taat.8 
Seperti kasus pencemaran lingkungan yang terjadi di 
Kabupaten Pasuruan di mana Badan Lingkungan Hidup (BLH) 
Jatim kembali mendapatkan dua perusahaan melakukan 
pelanggaran perusakan lingkungan. Kedua perusahaan itu, PT. 
Centram merupakan perusahaan yang berlokasi di Gempol dan 
PT. Rex Canning Indonesia di Beji, Pasuruan. Pelanggaran yang 
dilakukan, di antaranya tetap melangsungkan pembuangan 
limbah denganmenggunakan pipa 'siluman'. Sebelumnya, BLH 
Jatim menggelar inspeksi mendadak ke beberapa perusahaan yang 
masuk pengelolaan limbah dengan kategori 'hitam'. ''Dua kali 
dilakukan PROPER (Program Penilaian Peringkat Kinerja 
Perusahaan), ke dua perusahaan itu masih saja melakukan 
tindakan 
                                                             
7 Yafie, Merintis Fiqh Lingkungan Hidup, (Jakarta : Ufuk Press, 2006), 112 
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pelanggaran dan penilaiannya masuk kategori hitam. 
Sehingga, kini penindakannya lebih tegas yakni mengarah ke 
sanksi pidana,'' kata Kepala BLH Jatim, Indra Wiragana yang 
turun langsung mengikuti Sidak.9 
Kasus-kasus di atas akibat dari pembangunan industri yang 
tidak dibarengi dengan baik fungsi pemerintah sebagai pelindung 
dan pengelolaan lingkungan hidup. Padahal pemerintah melalui 
undang-undang mempunyai wewenang dalam masalah 
perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. 
Kemudian Undang-undang Perlindungan dan Pengelolaan 
Lingkungan Hidup (UUPPLH) ini dalam pelaksanaannya 
didukung dengan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang 
Pemerintah Daerah. Undang-undang ini memberi kewenangan 
seluas-luasnya kepada Pemerintah Daerah untuk mengelola 
sumber daya alam dan lingkungan hidup sebaik mungkin untuk 
kepentingan masyarakat dalam rangka pembangunan 
berkelanjutan. Berdasarkan pasal 2 ayat (4) dan ayat (5) junto pasal 
17 Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004, pengelolaan sumber 
daya alam ini dilakukan pemerintah daerah dalam hubungannya 
dengan pemerintah pusat dan pemerintah daerah lainnya.10 
Dengan berlakunya otonomi daerah, telah memberikan 
kewenangan yang nyata dan bertanggung jawab pada 
pemerintahan daerah untuk menggali dan melaksanakan 
pembangunan daerah sesuai dengan potensi yang terdapat 
didaerah tersebut. Terutama untuk dapat mengantisipasi masalah-
masalah lingkungan yang terjadi akibat kecepatan dinamika 
perubahan pembangunan. 
Untuk mencapai tujuan-tujuan pembangunan tersebut 
pemerintah daerah diperlukan membuat sebuah kebijakan dan 
sebuah perencanaan yang sesuai dengan peraturan perundang-
                                                             
9 Dua perusahaan di Pasuruan dipidanakan, dalam http://www.harianbhirawa.co.id/kasus, (1 Juni 
2011) 
10 Lihat Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Otonomi Daerah 
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undangan, sehingga dapat memberikan jaminan, perlindungan, 
kepastian dan arah bagi pengelolaan lingkungan hidup. 
Di Indonesia, perhatian tentang lingkungan hidup telah 
dilakukan sejak tahun 1960-an. Tonggak pertama sejarah tentang 
permasalahan lingkungan hidup dipancangkan melalui seminar 
tentang pengelolaan lingkungan hidup dan pembangunan 
nasional yang diselenggarakan di Universitas Padjajaran pada 
tanggal 15 - 18 Mei 1972. Hasil yang dapat diperoleh dari 
pertemuan itu yaitu terkonsepnya pengertian umum 
permasalahan lingkungan hidup di Indonesia. Dalam hal ini, 
perhatian terhadap perubahan iklim, kejadian geologi yang 
bersifat mengancam kepunahan makhluk hidup dapat digunakan 
sebagai petunjuk munculnya permasalahan lingkungan hidup. 
Berbagai upaya pengendalian pencemaran lingkungan hidup 
dilakukan dengan memperkuat sanksi dan memperluas jangkauan 
peraturan-peraturan tentang pencemaran lingkungan hidup, 
dengan lahirnya Keppres nomor 77/1994 tentang Organisasi 
Bapedal sebagai acuan bagi pembentukan Bapedal di tingkat 
Propinsi, yang juga bermanfaat bagi arah pembentukan 
Bapedal/Daerah. Peraturan ini dikeluarkan untuk memperkuat UU 
Nomor 4 tahun 1982 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup yang 
dianggap perlu untuk diperbaharui.11 
Namun demikian harus diakui bahwa perundang-undangan 
tersebut kini sudah tidak memadai lagi dan perlu diadakan 
peninjauan kembali karena semakin kompleksnya masalah 
lingkungan hidup, maka Undang-Undang Nomor 4 tahun 1982 
diganti dengan Undang-undang Nomor 23 tahun 1997 tentang 
Pengelolaan Lingkungan Hidup.12 
Kerusakan dan perusakan lingkungan harus dihentikan, yang 
paling nyata adalah dilakukannya revisi Undang-undang nomor 
23 tahun 1997 dan disahkannya Undang-undang nomor 32 Tahun 
                                                             
11 “Makalah pencemaran lingkungan hidup Bidang industri”, dalam http://www.scribd.com-/doc, 
(9 Juni 2011) 
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2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. 
Dalam Undang-undang tersebut telah ditegaskan bahwa 
kewenangan Kementrian Lingkungan Hidup (KLH) yang selama 
ini dipasung menjadi berkekuatan secara hukum dan memiliki 
otoritas yang lebih luas. Artinya, jika selama ini KLH selalu 
menyerahkan kasus perusakan lingkungan hidup kepada pihak 
yang lebih berwenang, ke depan KLH bisa lebih leluasa untuk 
menyelesaikan kasus-kasus yang berhubungan dengan 
otoritasnya. “Sebelum disahkan revisi undang-undang tersebut 
KLH mandul. Hanya menginventaris kasus tanpa bisa 
menindaklanjuti”.13 
Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup 
berdasarkan Pasal 1 angka (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 
2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup 
(UUPPLH) adalah upaya sistematis dan terpadu yang dilakukan 
untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup dan mencegah 
terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup 
yang meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, 
pemeliharaan, pengawasan, dan penegakan hukum. Pengendalian 
dampak lingkungan hidup merupakan upaya untuk melakukan 
tindakan pengawasan terhadap suatu aktivitas yang dilakukan 
oleh setiap orang terutama perusahaan-perusahaan yang 
menimbulkan dampak besar terhadap lingkungan. Dalam hal ini 
dampak lingkungan hidup diartikan sebagai pengaruh perubahan 
pada lingkungan hidup yang diakibatkan oleh suatu usaha 
dan/atau kegiatan. 
Oleh karena itu upaya perlindungan dan pengelolaan 
lingkungan hidup menjadi kewajiban bagi negara, pemerintah, 
dan seluruh pemangku kepentingan dalam pelaksanaan 
pembangunan berkelanjutan agar lingkungan hidup Indonesia 
dapat tetap menjadi sumber dan penunjang hidup bagi rakyat 
Indonesia serta makhluk hidup lain. 
                                                             
13 http://penegakanhukum.menlh.go.id. 
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Islam adalah agama yang diturunkan untuk memerangi 
kebatilan dan kebodohan agar menjadi manusia yang beriman dan 
berilmu, oleh karena itu dalam kitab suci al-Qur’an terdapat cukup 
banyak ayat yang menjadi pedoman bagi kehidupan manusia di 
muka bumi. Meskipun hanya secara teknis pelaksanaannya, 
namun garis-garis besar yang tercantum di dalamnya dapat 
diinterpretasikan secara fleksibel. Dalam arti dapat dijadikan 
pedoman untuk mempelajari bagaimana umat manusia harus 
bersikap dan bertingkah laku yang baik dan benar.14 
Allah telah menciptakan alam semesta yang indah dan 
menakjubkan ini adalah merupakan salah satu bukti keagungan 
penciptanya. Allah juga menciptakan hukum-hukumnya yang 
berlaku umum untuk menunjukkan ke maha kuasaan-Nya. 
Dengan bukti langit, bumi, dan segala isinya sesuai dengan firman 
Allah swt dalam surat al-An’am ayat 73: 
 “Dan Dialah yang menciptakan langit dan bumi dengan benar. 
Dan benarlah perkataan-Nya di waktu Dia mengatakan: "Jadilah, 
lalu terjadilah", dan di tangan-Nyalah segala kekuasaan di waktu 
sangkakala ditiup. Dia mengetahui yang ghaib dan yang nampak. 
Dan Dialah yang Maha Bijaksana lagi Maha mengetahui”.15 
Selain Allah menciptakan langit dan bumi, Allah juga 
memeliharanya sehingga jarang terjadi benturan antara planet dan 
planet-planet terus bergerak, berputar berdasarkan hukum alam. 
Seperti siklus angin, air, makanan dan unsur lainnya sehingga 
lingkungan bumi layak dihuni.  
Berdasarkan kegiatan ini tidak mengherankan apabila Allah 
memerintahkan kepada manusia untuk tidak membuat kerusakan 
di bumi, karena hal itu akan mengakibatkan gangguan dan 
hilangnya keseimbangan lingkungan hidup sesuai dengan firman 
Allah surat al-Qashash ayat 77. 
                                                             
14 Sahirul Alim, Menguak Keterpaduan Sains, Teknologi dalam Islam, (Yogyakarta : Dinamika, 
1996), 121 
15 Departemen Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahannya, (Saudi Arabia, Kompleck Percetakan Al-
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 “Dan carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu 
(kebahagiaan) negeri akhirat, dan janganlah kamu melupakan 
bahagianmu dari (kenikmatan) duniawi dan berbuat baiklah 
(kepada orang lain) sebagaimana Allah telah berbuat baik, 
kepadamu, dan janganlah kamu berbuat kerusakan di (muka) 
bumi. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang 
berbuat kerusakan”.16 
Dalam sistem ketatanegaraan Islam masalah pengawasan 
harus mendapat perhatian dari pemerintah, demi menciptakan 
kemaslahatan bagi seluruh masyarakat. Oleh karena itu 
pemerintah harus membentuk suatu lembaga yang mempunyai 
tugas khusus untuk melaksanakan al-amr bi al-ma’rûf wa al-nahy ‘an 
al-munkar, sebagai upaya preventif agar tidak terjadi pelanggaran 
yang akan mengakibatkan kerusakan dan kemudharatan. Institusi 
ini dikenal dengan wilâyah al-hisbah.17 
Dasar pendirian lembaga ini adalah firman Allah swt Surat 
Ali Imran ayat 104 yang menyatakan: 
“Dan hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang 
menyeru kepada kebajikan, menyuruh kepada yang ma'ruf dan 
mencegah dari yang munkar; merekalah orang-orang yang 
beruntung”18 
Wilâyah al-hisbah ini mempunyai tugas yang sangat luas, yaitu 
terkait dengan pelaksanaan al-amr bi al-ma’rûf wa al-nahy ‘an al-
munkar. Tugas ini merupakan tugas fardhu yang harus 
dilaksanakan penguasa. Oleh karenanya, penguasa harus 
mengangkat orang-orang yang dipandang cakap untuk tugas ini.19 
Meskipun al-Qur’an menggambarkan agar setiap muslim 
memainkan suatu peran aktif dalam al-amr bi al-ma’rûf wa al-nahy 
‘an al-munkar, hal ini telah dijadikan fardhu kifayah, suatu 
kewajiban yang harus tetap ditunaikan oleh sebagian orang di 
                                                             
16 Departemen Agama, Al-Quran dan Terjemahannya (Surabaya: Dana Karya, 2004), 556 
17 Al Mawardi, Al-Ahkam Al-Sultaniyah Prinsip-Prinsip Penyelenggaraan Negara Islam, terjemahan 
Fadli Bahri, (Jakarta: Darul Falah, 2000), 208 
18 Departemen Agama, Al-Quran dan Terjemahannya, 79 
19 Topo Santoso, Membumikan Hukum Pidana Islam, (Jakarta: Gema Insani Press, 2003), 57 
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masyarakat. Negara Islam telah diperintahkan agar 
melembagakan ketetapan-ketetapan untuk mengawasi penerapan 
kewajiban al-amr bi al-ma’rûf wa al-nahy ‘an al-munkar.20 
Tugas dan kewenangan muhtasib dapat diklasifikasikan 
dalam tiga kategori: 
1. Yang terkait dengan Allah, memiliki tanggung jawab untuk 
memastikan bahwa masyarakat secara keseluruhan memiliki 
fasilitas yang memadai untuk menjalankan ibadah. Sarana 
prasarana masjid, penunjukan muadz dan imam, 
menjadwalkan shalat lima waktu, shalat Jum’at dan shalat Ied. 
2. Yang terkait dengan hak sesama (muamalah), memantau 
penegakan keadilan di masyarakat. Seperti pengawasan 
timbangan, takaran, kadar metal suatu koin, dan kualitas 
produk-produk makanan. Di samping itu harus memantau 
adanya manipulasi harga, pasokan dan produksi, kolusi 
monopolistis, penipuan kecurangan, dan setiap bentuk ketidak-
adilan antar sektor. 
3. Yang terkait dengan hak Allah dan manusia, memberikan 
perhatian yang khusus terhadap berbagai layanan umum 
khususnya kondisi kesehatan kota. Ia harus memantau seluruh 
pengelolaan Seperti penerangan jalan, pengelolaan sampah, 
desain arsitektur bangunan-bangunan kota, suplai air, dan 
sanksi-sanksi anti polusi dan sebagainya.21 
Dari penjelasan di atas dapat dipahami bahwa tugas dan 
wewenang lembaga hisbah sebagai lembaga negara Islam 
sangatlah luas, dan hampir mencakup keseluruhan bidang 
kehidupan, dan bahkan lebih luas dari wilayah al-qadhâ’ dan 
mazâlim.  
Dengan melihat fakta-fakta yang terjadi masalah perusakan 
lingkungan hidup di atas, maka sangat penting penulis untuk 
membahas masalah kewenangan badan lingkungan hidup (BLH) 
                                                             
20 Ibnu Taimiyah, Tugas Negara Menurut Islam, penerjemah Arif-Maftuhin Dzofir, (Yogyakarta: 
Pustaka Pelajar, 2004), ix. 
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sebagai salah satu lembaga pemerintah yang bertanggung jawab 
tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup seperti 
yang dijelaskan dalam UU Nomor 32 tahun 2009 PPLH dalam 
perspektif fiqh siyâsah. 
 
Latar Belakang Pembentukan Badan Lingkungan Hidup 
Kabupaten Pasuruan 
Lingkungan hidup adalah semua benda, daya dan kondisi 
yang terdapat dalam suatu tempat atau tempat manusia atau 
makhluk hidup berada dan dapat mempengaruhi hidupnya.22 
Dengan adanya pertumbuhan pembangunan di Kabupaten 
Pasuruan, baik secara langsung maupun tidak langsung 
mempengaruhi dan menimbulkan permasalahan lingkungan serta 
ketidakseimbangan pemanfaatan sumber daya alam dan laju 
pembangunan. Permasalahan lingkungan hidup yang dihadapi 
Kabupaten Pasuruan cukuplah kompleks mengingat wilayahnya 
cukup luas yaitu: 1.474 Km2 (147.401,5 ha). 
Untuk menyelesaikan permasalahan tersebut, maka di 
Kabupaten Pasuruan urusan mengenai Lingkungan Hidup 
dibentuk Badan Lingkungan Hidup (BLH), di mana Badan 
Lingkungan Hidup (BLH) adalah unsur perangkat daerah yang 
bertanggung jawab kepada kepala daerah melalui sekretaris 
daerah. Badan Lingkungan Hidup mempunyai tugas membantu 
kepala daerah dalam bidang lingkungan hidup.23 
Pembentukan Badan Lingkungan Hidup (BLH) Kabupaten 
Pasuruan berdasarkan keputusan presiden nomor 23 tahun 1990 
yang disempurnakan dengan keputusan presiden nomor 77 tahun 
1994 tentang pembentukan BAPEDAL (Badan Penanggulangan 
Dampak Lingkungan).24 BAPEDAL adalah lembaga pemerintah 
non-departemen yang berkedudukan di bawah dan bertanggung 
jawab kepada presiden. 
                                                             
22 Siahaan, Hukum Lingkungan dan Ekologi Pembangunan, (Jakarta: Erlangga, 2004), 4 
23 Lihat Pasal 1 & 2 PERDA Kab. Pasuruan No.13 Tahun 2008 
24 Di Kabupaten Pasuruan Bernama BLH (Badan Lingkungan Hidup) 
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Sehubungan dengan ditetapkannya peraturan pemerintahan 
nomor 41 tahun 2007 tentang organisasi perangkat daerah dan 
Undang-Undang nomor 32 tahun 2004 tentang pemerintah daerah 
serta peraturan pemerintah nomor 38 tahun 2007 tentang 
pembagian urusan pemerintahan antara pemerintah, pemerintah 
daerah propinsi dan pemerintah daerah kabupaten/kota, maka 
peranan daerah dalam pengelolaan lingkungan hidup akan 
semakin besar terutama peranan kabupaten/kota. Kemudian 
pemerintah kabupaten Pasuruan mengeluarkan peraturan daerah 
Kabupaten Pasuruan nomor 13 tahun 2008 tentang organisasi dan 
tata kerja inspektorat, BAPPEDA, dan lembaga teknis daerah 
Kabupaten Pasuruan yang di dalam mengatur tentang tugas 
pokok dan fungsi BLH Kabupaten Pasuruan. 
Hal ini sesuai dengan amanat Undang-undang nomor 32 
Tahun 2009 Tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan 
hidup di mana pemerintah daerah dapat mendelegasikan 
kewenangan dalam menangani lingkungan hidup kepada 
pejabat/instansi teknis yang bertanggung jawab terhadap 
lingkungan hidup. 
 
Potensi Sumber Daya Manusia 
Sumber daya manusia (SDM) aparat Badan Lingkungan 
Hidup Kabupaten Pasuruan dalam rangka untuk meningkatkan 
pelayanan terhadap masyarakat di bidang perencanaan, 
pengelolaan, pengendalian dan pengawasan lingkungan untuk 
menegakkan UU nomor 32 tahun 2009 telah diikutsertakan 
beberapa pelatihan, pendidikan dan kursus teknis seperti: PPNS, 
AMDAL, serta audit lingkungan.  
Dalam menjalankan tugasnya Badan Lingkungan Hidup 
memiliki pegawai 6 orang lulusan S2, 21 orang S1, 4 orang 
Diploma, 29 orang lulusan SMA, 17 orang lulusan SMP, dan 3 
orang lulusan SD. Di samping pegawai tetap yang sudah 
menduduki jabatan dan juga yang belum menduduki jabatan, 
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yang berpendidikan sarjana, SMA 5 orang dan SMP 30 orang. 
Yang ditempatkan pada bidang-bidang dan sekretariat.25 
 
Isu-Isu Strategis 
Urusan lingkungan hidup dilaksanakan untuk menjamin 
terpeliharanya lingkungan hidup khususnya untuk wilayah yang 
rawan pencemaran. Lingkungan seperti saluran air sekitar pabrik, 
hutan lindung dan hutan rakyat, sumber mata air yang tidak 
terjaga dan sebagainya. Dengan adanya pertumbuhan 
pembangunan di Kabupaten Pasuruan, baik secara langsung 
maupun tidak langsung akan mempengaruhi dan menimbulkan 
permasalahan lingkungan serta ketidakseimbangan pemanfaatan 
sumber daya alam dan laju pembangunan. Permasalahan 
lingkungan hidup yang dihadapi Kabupaten Pasuruan cukuplah 
kompleks dan permasalahan tersebut akan menjadi isu-isu 
lingkungan di daerah. 
Adapun isu-isu strategis permasalahan lingkungan antara 
lain: 
a. Pencemaran air, tanah dan udara 
b. Terjadinya banjir dan longsor 
c. Permasalahan sampah 
d. Program kali bersih (Prokasih) 
e. Kerusakan hutan mangrove 
f. Kelangkaan air di musim kemarau 
g. Penebangan liar 
h. Kerusakan terumbu Karang 
i. Erosi/abrasi pantai26 
 
Tugas Pokok dan Fungsi Badan Lingkungan Hidup (BLH) 
Kabupaten Pasuruan 
Otonomi daerah telah memberikan perubahan yang 
mendasar bagi perkembangan ketatanegaraan Indonesia, 
                                                             
25 Iin Herlina, Wawancara, Pasuruan, 4 Juli 2011 
26 Syahnur Indra, Wawancara, Pasuruan , 1 Juli 2011 
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khususnya pada pemerintahan daerah. Otonomi daerah telah 
meletakkan kewenangan yang luas, nyata dan bertanggung jawab 
kepada daerah secara proporsional yang diwujudkan dalam 
pengaturan pembagian dan pemanfaatan sumber daya nasional 
yang berkeadilan serta perimbangan keuangan pusat dan daerah. 
Pasal 7 ayat (1) Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 
mengatakan bahwa kewenangan daerah mencakup dalam bidang 
pemerintahan kecuali kewenangan dalam bidang politik, luar 
negeri, pertahanan keamanan, peradilan dan moneter dan fiskal 
serta kewenangan lainnya. Berdasarkan pasal di atas maka 
pemerintah Kabupaten Pasuruan membentuk instansi untuk 
bertanggung jawab terhadap perlindungan dan pengelolaan 
lingkungan hidup yang berbentuk sebuah badan yaitu Badan 
Lingkungan Hidup (BLH). Yang kemudian tugas, fungsi serta 
kewenangannya ditetapkan dalam PERDA Nomor 13 Tahun 2008 
dan Peraturan Bupati Kabupaten Pasuruan Nomor 63 Tahun 2008 
tanggal 24 Desember 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata 
Kerja Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Pasuruan. Ditegaskan, 
bahwa Badan Lingkungan Hidup mempunyai tugas pokok 
menyelenggarakan sebagian urusan rumah tangga daerah di 
bidang lingkungan hidup. Untuk melaksanakan tugas tersebut, 
Badan Lingkungan Hidup mempunyai fungsi sebagai berikut: 
a. Pengendalian dampak lingkungan dalam arti pencegahan dan 
penanggulangan pencemaran dan kerusakan lingkungan. 
b. Pengawasan terhadap potensi sumber daya alam dan kegiatan-
kegiatan pencemaran dan kerusakan lingkungan serta 
pengawasan pelaksanaan AMDAL. 
c. Pelaksanaan pelestarian dan pemulihan kualitas lingkungan. 
d. Penerapan dan pengawsan pelaksanaan RKL dan RPL serta 
pengendalian teknis pelaksanaan AMDAL. 
e. Penerapan dan pengembangan fungsi informasi lingkungan. 
f. Penyuluhan dan peningkatan peran serta masyarakat. 
g. Pelaksanaan inventarisasi, sistematisasi, perencanaan dan 
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h. Pelaksanaan urusan kesekretariatan. 
i. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala 
Daerah.27 
Untuk menyelenggarakan tugas pokok dan fungsi tersebut di 
atas Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Pasuruan membawahi 
beberapa bagian yaitu: 
a. Sekretariat 
b. Bidang Analisis Dampak Lingkungan 
c. Bidang Pengawasan dan pengendalian 
d. Bidang Pemulihan dan Kebersihan 
e. Kelompok Jabatan Fungsional 
f. Unit Pelaksana Teknis Badan (UPTB) 
Tugas pokok dan fungsi sekretariat dan masing-masing 
bidang tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:28 
a. Sekretariat 
Tugas pokok sekretariat adalah melaksanakan penyusunan 
program dan pelaporan, umum dan kepegawaian serta keuangan. 
Dalam melaksanakan tugasnya sekretariat membawahi: Sub 
bagian penyusunan program dan pelaporan, sub bagian umum 
dan kepegawaian dan sub bagian keuangan. Untuk melaksanakan 
tugas sebagaimana dimaksud, sekretariat mempunyai tugas: 
1) Penyiapan bahan-bahan dalam rangka penyusunan program 
kerja dan pelaporan 
2) Pelaksanaan pembinaan organisasi dan tata laksana 
3) Pelaksanaan dan pengelolaan administrasi kepegawaian, 
umum dan keuangan 
4) Pengelolaan urusan rumah tangga, surat menyurat dan 
kearsipan 
5) Pengkoordinasian usulan program dan pelaporan hasil 
kegiatan masing-masing bidang. 
6) Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh kepala 
badan29 
                                                             
27 Lihat Pasal 3 PERDA Kab. Pasuruan No. 13 Tahun 2008 
28 Lihat Peraturan Bupati Kab. Pasuruan Nomor 63 Tahun 2008 
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b. Bidang Analisa Dampak Lingkungan 
Bidang analisa dampak lingkungan mempunyai tugas 
melaksanakan kegiatan di bidang analisa dampak lingkungan. 
Bidang ini membawahi sub bidang bimbingan teknis dokumen 
lingkungan dan sub bidang pengkajian dan pengembangan 
kapasitas. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, 
bidang analisa dampak lingkungan mempunyai fungsi: 
1) Penyusunan konsep program kerja bidang analisa dampak 
lingkungan sebagai acuan pelaksanaan tugas. 
2) Pembinaan teknis penyusunan penilaian dan rekomendasi 
AMDAL dan UKL & UPL 
3) Pembinaan komisi penilaian AMDAL Kabupaten Pasuruan 
dan tim pengarah UKL & UPL 
4) Pengkajian dalam pengelolaan, penurunan kualitas air, udara, 
tanah daerah rawan bencana. 
5) Pengaturan dalam pencegahan, monitoring, pencemaran dan 
kerusakan wilayah pesisir laut. 
6) Penetapan kriteria teknis baku kerusakan lingkungan hidup, 
kondisi lahan tanah, rawan bencana. 
7) Pembinaan dan penerapan SNI, instrumen ekonomi produksi 
bersih, ekolabel dan sistem manajemen lingkungan dan 
teknologi berwawasan lingkungan. 
8) Penetapan kebijakan pelaksanaan pengendalian dampak 
perubahan iklim perlindungan lapisan ozon, pelaksanaan 
konvensi dan protokol serta perjanjian internasional di bidang 
lingkungan hidup  
9) Penyusunan laporan hasil kegiatan pelaksanaan tugas 
10) Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh kepala 
badan30 
c. Bidang Pengawasan dan Pengendalian 
Bidang pengawasan dan pengendalian mempunyai tugas 
melaksanakan kegiatan di bidang pengawasan dan pengendalian. 
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Bidang ini membawahi sub bidang pengendalian pencemaran dan 
kerusakan lingkungan dan sub bidang pengawasan pengelolaan 
lingkungan. Untuk melaksanakan tugas tersebut, bidang 
pengawasan dan pengendalian mempunyai tugas: 
1) Penyusunan konsep program kerja bidang pengawasan dan 
pengendalian sebagai acuan pelaksana tugas. 
2) Penetapan kebijakan peraturan di bidang pengelolaan limbah 
dan pencemaran lingkungan. 
3) Penetapan peraturan berdasarkan NSPK yang ditetapkan oleh 
pemerintah dan propinsi. 
4) Penyelenggaraan pembangunan PS air limbah dalam rangka 
memenuhi SPM. 
5) Penyusunan rencana induk pengembangan PS air limbah. 
6) Pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan 
pengelolaan lingkungan dan penataan izin pembuangan air 
limbah dan penyimpanan setara limbah B3 yang berdampak 
terhadap pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup. 
7) Pembinaan kepada instansi dan kelompok masyarakat 
terhadap penyelenggaraan PS air limbah. 
8) Pelaksanaan evaluasi terhadap penyelenggaraan pengelolaan 
limbah yang dapat menyebabkan terjadinya pencemaran 
lingkungan. 
9) Pemberian izin pembuangan air limbah ke air atau sumber 
air.  
10) Pemberian izin pemanfaatan air limbah ke tanah untuk 
aplikasi pada tanah. 
11) Pemberian izin penyimpanan sementara limbah B3 di industri 
atau usaha kegiatan lainnya. 
12) Penegakan hukum lingkungan. 
13) Penyusunan laporan hasil kegiatan pelaksanaan tugas. 
14) Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh kepala 
badan.31 
                                                             
31 Ibid. 
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d. Bidang Pemulihan dan Kebersihan 
Bidang pemulihan dan kebersihan mempunyai tugas 
melaksanakan kegiatan di bidang pemulihan dan kebersihan. 
Bidang ini membawahi sub bidang pemantauan dan pemulihan 
SDA dan sub bidang kebersihan dan pertamanan. Untuk 
melaksanakan tugas dimaksud, bidang pemulihan dan kebersihan 
mempunyai fungsi: 
1) Penyusunan konsep program kerja bidang pemulihan dan 
kebersihan sebagai acuan pelaksanaan tugas. 
2) Penetapan kebijakan pelaksanaan kawasan sumber daya 
alam, sumber daya buatan, kawasan kelautan dan 
kedirgantaraan. 
3) Penetapan kebijakan pelaksanaan pengendalian dampak 
perubahan iklim dan konservasi keanekaragaman hayati. 
4) Pelaksanaan kebijakan konservasi dan pemanfaatan 
keterlanjutan keanekaragaman hayati dan kriteria kerusakan 
lahan (pertanian, perkebunan dan hutan). 
5) Pengawasan dan pengendalian kerusakan dan pencemaran 
lingkungan yang berkaitan dengan kebakaran hutan. 
6) Penanggulangan kerusakan akibat bencana. 
7) Penyelenggaraan pembersihan jalan-jalan umum, tempat-
tempat umum, perkampungan dan lingkungan kumuh, serta 
pembuatan tempat pembuatan sementara (TPS) dan 
pembuangan tempat akhir (TPA) di dalam kota maupun luar 
kota. 
8) Pelaksanaan inventarisasi, perencanaan, pembangunan, 
pengembangan dan pemeliharaan pertamanan. 
9) Penyusunan laporan hasil kegiatan pelaksanaan tugas. 
10) Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh kepala 
badan.32 
e. Kelompok Jabatan Fungsional 
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Kelompok jabatan fungsional mempunyai tugas 
melaksanakan sebagian tugas dinas sesuai dengan bidang 
keahliannya. Kelompok jabatan fungsional terdiri dari sejumlah 
tenaga ahli dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam 
beberapa kelompok sesuai dengan keahliannya dan dipimpin oleh 
tenaga fungsional senior yang ditunjuk oleh bupati dan 
bertanggung jawab kepada kepala badan. Jenis dan jenang jabatan 
fungsional diatur sesuai dengan peraturan perundangundangan 
yang berlaku. 
f. Unit Pelaksana Teknis Badan (UPTB) 
Unit pelaksana teknis badan (UPTB) merupakan unsur 
pelaksana teknis operasional Badan Lingkungan Hidup. Unit 
pelaksana teknis badan (UPTB) dipimpin oleh seorang kepala yang 
berada di bawah dan bertanggung jawab kepada kepala badan.33 
Data di atas merupakan tugas pokok dan fungsi BLH 
Kabupaten Pasuruan dalam upaya perlindungan dan pengelolaan 
lingkungan hidup. Tentunya dalam menangani kasus lingkungan 
hidup BLH tidak bertindak sendirian karena harus bekerja sama 
dan berkoordinasi dengan badan/instansi terkait yang sama-sama 
mencakup wilayah lingkungan hidup. 
Dalam bidang perindustrian, BLH bertugas mengeluarkan 
surat izin dan mengesahkan AMDAL (Analisis Mengenai Dampak 
Lingkungan Hidup) dan UKL-UPL (Upaya Pengelolaan 
lingkungan dan pemantauan lingkungan hidup). Bagi perusahaan 
yang akan mendirikan pabrik. Tanpa adanya surat izin dari BLH 
maka perusahaan tersebut tidak dapat mendirikan pabrik tersebut. 
Mengenai kasus-kasus pelanggaran tentang lingkungan 
hidup seperti pencemaran air, udara, illegal loging, perusakan 
mangrove dll. Maka BLH bekerja sama dengan aparat penegak 
hukum untuk mengawal kasus-kasus tersebut sampai 
persidangan, di mana tugas dan fungsi BLH adalah sebagai saksi 
ahli apabila diperlukan dalam proses persidangan tersebut.34 
                                                             
33 Ibid. 
34 Syahnur Indra, Wawancara, Pasuruan , 1 Juli 2011 
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Analisis Fiqh Siyâsah terhadap Kewenangan Badan Lingkungan 
Hidup (BLH) Kabupaten Pasuruan menurut UU Nomor 32 
Tahun 2009 
Di dalam UU No. 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan 
Pengelolaan Lingkungan Hidup, memang tidak disebutkan secara 
jelas wewenang Badan Lingkungan Hidup (BLH). Tetapi dalam 
pasal 71 ayat 2 UU No. 32 Tahun 2009 menyebutkan menteri, 
gubernur, atau bupati/walikota dapat mendelegasikan 
kewenangannya dalam melakukan pengawasan kepada 
pejabat/instasi teknis yang bertanggung jawab di bidang 
perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. 
Kemudian Berdasarkan pasal 7 ayat (1) UU No. 32 Tahun 
2004 tentang Otonomi Daerah menerangkan bahwa kewenangan 
daerah mencakup dalam bidang pemerintahan kecuali 
kewenangan dalam bidang politik, luar negeri, pertahanan 
keamanan, peradilan dan moneter dan fiskal serta kewenangan 
lainnya. Berdasarkan pasal tersebut berarti mengenai 
pengendalian dampak lingkungan murni dikelola oleh Pemerintah 
Daerah Kabupaten Pasuruan sendiri. 
Dari keterangan di atas, dapat diketahui bahwa Badan 
Lingkungan Hidup mempunyai kewenangan terhadap 
perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, karena 
berdasarkan pasal 1 dan 2 PERDA Kabupaten Pasuruan No. 13 
Tahun 2008 menyatakan bahwa Badan Lingkungan Hidup adalah 
unsur perangkat daerah yang bertanggung jawab kepada kepala 
daerah melalui sekretaris daerah dan mempunyai tugas 
membantu kepala daerah dalam bidang lingkungan hidup. 
Dalam PERDA tersebut, dijelaskan Badan Lingkungan Hidup 
(BLH) dalam menjalankan tugasnya mempunyai fungsi antara 
lain: 
a. Pengendalian dampak lingkungan dalam arti pencegahan dan 
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b. Pengawasan terhadap potensi sumber daya alam dan 
kegiatan-kegiatan pencemaran dan kerusakan lingkungan 
serta pengawasan pelaksanaan AMDAL. 
c. Pelaksanaan pelestarian dan pemulihan kualitas lingkungan. 
d. Penerapan dan pengawasan pelaksanaan RKL dan RPL serta 
pengendalian teknis pelaksanaan AMDAL. 
e. Penerapan dan pengembangan fungsi informasi lingkungan. 
f. Penyuluhan dan peningkatan peran serta masyarakat. 
g. Pelaksanaan inventarisasi, sistematisasi, perencanaan dan 
pengendalian kebersihan dan pertamanan. 
h. Pelaksanaan urusan kesekretariatan. 
i. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala 
Daerah. 
Tetapi dalam kenyataan di lapangan ternyata Badan 
Lingkungan Hidup (BLH) tidak hanya menjalankan tugas yang di 
amanatkan dalam PERDA tersebut. Badan Lingkungan Hidup 
(BLH) juga memfasilitasi penyelesaian sengketa dan juga 
melakukan penegakan hukum lingkungan hidup, sesuai yang 
diamanatkan dalam UU No. 32 Tahun 2009 dalam pasal 63 ayat 3 
poin h dan p. Seperti pada kasus penyelesaian sengketa antara PT. 
Panasonic Lighting Indonesia dengan warga di mana pihak 
perusahaan melarang warga mengambil sisa bahan produksi yang 
mengandung mercuri karena berbahaya bagi kesehatan, tetapi 
warga merasa perusahaan tidak memberikan kesempatan kepada 
warga sekitar untuk memanfaatkan limbah tersebut. Akhirnya 
Badan Lingkungan Hidup (BLH) berdasarkan laporan dari pihak 
perusahaan menjadi pihak ketiga untuk memberikan fasilitas 
penyelesaian sengketa untuk mendamaikan perusahaan tersebut 
dengan warga. Demikian juga dengan pelanggaran yang 
dilakukan oleh PT. Centram dan PT. Rex Canning Indonesia di 
mana pelanggaran yang dilakukan adalah pembuangan limbah 
dengan menggunakan pipa 'siluman'. Badan Lingkungan Hidup 
(BLH) Kabupaten Pasuruan bekerja sama dengan Badan 
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Lingkungan Hidup (BLH) Jatim melaporkan pelanggaran tersebut 
ke pihak kepolisian.35 
Keberadaan Badan Lingkungan Hidup (BLH) sangatlah 
penting dalam suatu daerah, karena lembaga ini merupakan 
indikator yang paling penting dalam menciptakan kesejahteraan 
dalam masyarakat untuk menghindarkan kerusakan lingkungan 
hidup yang dapat membahayakan kelangsungan hidup 
masyarakat itu sendiri. 
Dalam menyelenggarakan negara menurut Islam harus 
mengutamakan kemaslahatan bagi seluruh masyarakat. Segala 
sesuatu yang berkenaan dengan hukum publik (pidana) harus 
dilaksanakan sesuai dengan asas-asas keislaman, demikian juga 
dalam hukum privat (perdata), seperti halnya dalam masalah 
lingkungan hidup di mana kelestarian lingkungan hidup sangat 
berpengaruh bagi kehidupan masyarakat luas. 
Dalam membuat suatu undang-undang atau hukum 
pertimbangan maslahah merupakan hal yang sangat penting 
dalam Islam sebagai suatu agama yang memiliki etis moral yang 
tinggi. Salah satu konsep terpenting dalam mengkaji Islam adalah 
menggunakan metode ijtihad salah satunya adalah fiqh siyâsah. 
Objek kajian fiqh siyâsah ini adalah tentang hubungan antara 
pemerintah dan rakyatnya dalam upaya menciptakan 
kesejahteraan dan kemaslahatan bersama. 
Sebagai suatu ilmu yang berdiri sendiri, kajian fiqh siyâsah 
mempunyai metodologi dan pendekatan ilmiah sendiri. Metode 
yang dipakai dalam kajiannya dapat kita jadikan penilaian apakah 
pemikiran-pemikiran dan praktek kenegaraan yang pernah 
berkembang dalam sepanjang sejarah Islam sudah sesuai dengan 
prinsip-prinsip umum ajaran Islam atau tidak. Di samping itu 
metode dan pendekatan ini juga akan menjadi acuan suatu 
kerangka untuk merumuskan keputusan-keputusan politik masa 
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kini. Sehingga bisa mengantisipasi setiap permasalahan yang 
berkembang pada masa kini. 
Metode kajian fiqh siyâsah tidak berbeda jauh dengan metode 
yang dipakai untuk kajian fiqh pada umumnya, yaitu metode 
ushul fiqh dan kaidah fiqh. Metode ushul fiqh antara lain adalah 
qiyâs, istihsân, urf, ‘âdah, mashlahah mursalah dan istishhâb.36 Dengan 
metode ini, umat Islam bebas menggunakan ijtihadnya untuk 
mengantisipasi setiap perkembangan zaman yang terjadi sesuai 
dengan lingkungan, situasi dan kondisi yang mereka hadapi. 
Tentu saja penggunaan metode ini tidak boleh bertentangan 
dengan sumber utama ajaran Islam yaitu al-Qur’an dan hadis. 
Kaidah-kaidah fiqh yang dapat digunakan untuk mempelajari 
dan mengembangkan siyasah antara lain: 
“Perubahan hukum dengan sebab berubahnya zaman, tempat, 
situasi, adat dan niat.”37  
“Tidak dapat diingkari akan terjadinya perubahan hukum lantaran 
berubahnya masa.”38  
Berdasarkan 2 kaidah ini pemerintah dapat merubah 
kebijaksanaan atau undang-undang sebelumnya, bila ternyata 
tidak lagi sesuai dengan tuntutan perkembangan masyarakat. 
Dalam konteks Indonesia, umpamanya sebagian pasal dalam 
undang-undang dasar 1945 ada yang tidak mencerminkan 
semangat perkembangan zaman da reformasi sehingga harus di 
amandemen.39 Begitu juga dengan Undang-Undang Nomor 32 
tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan 
hidup ini beberapa kali di rubah dan disesuaikan dengan 
perkembangan dan kebutuhan masyarakat luas. Kemaslahatan 
yang umum didahulukan atas kemaslahatan yang khusus.40  
                                                             
36 Muhammad Iqbal Fiqh Siyasah, Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam, (Jakarta: Gaya Media 
Pratama, 2007), 15. 
37 Rachmat Syafe’i, Ilmu Ushul Fiqih, (Bandung: Pustaka Setia, 1999), 293 
38 Ibid, 293  
39 Muhammad Iqbal, Fiqh Siyasah....., 15 
40 Ahmad Rofiq, Fiqh Kontekstual : Dari Normatif ke Pemaknaan Sosial, (Yogyakarta: Pustaka 
Pelajar, 2004), 148. 
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Maslahah adalah suatu kemaslahatan yang tidak mempunyai 
dasar dalil, tetapi juga tidak ada pembatalnya. Jika terdapat suatu 
kejadian yang tidak ada ketentuan syariat dan tidak ada illat yang 
keluar dari syara’ yang menentukan kejelasan hukum kejadian 
tersebut, kemudian ditemukan sesuatu yang sesuai dengan hukum 
syara’, yaitu suatu ketentuan yang berdasarkan pemeliharaan 
kemadaratan atau untuk meyatakan suatu manfaat.41 Kaidah 
tersebut di atas juga dapat kita pahami, BLH sebagai lembaga 
pemerintah yang mempunyai tugas dan wewenang di bidang 
pengelolaan dan perlindungan lingkungan hidup juga harus 
bertindak tegas menghukum para pelaku perusakan lingkungan 
yang terbukti tidak memenuhi ketentuan yang berlaku, karena 
akan berakibat sangat fatal bagi keselamatan masyarakat luas. 
“Tindakan atau kebijaksanaan kepala negara terhadap rakyat 
tergantung kepada kemaslahatan.”42 
Kaidah ini mengandung arti bahwa apapun kebijaksanaan 
pemerintah harus mempertimbangkan aspirasi rakyatnya. Sebab 
kalau aspirasi rakyatnya tersebut tidak diperhatikan, maka aturan 
tersebut tidak akan berlaku efektif. 
Dalam hal ini pemerintah tidak boleh menciptakan suatu 
peraturan perundang-undangan yang merugikan rakyatnya. 
Karena itu kebijaksanaan pemerintah harus sejalan dengan 
kepentingan umum, bukan untuk kepentingan golongan atau diri 
sendiri. Sebagai contoh pemerintah tidak boleh mengangkat 
seseorang untuk menduduki jabatan yang bukan bidangnya. 
Misalkan untuk jabatan kepala Badan Lingkungan Hidup (BLH) 
pemerintah mengangkat orang militer, apalagi hanya berdasarkan 
kedekatan hubungan (nepotisme). Di sini pemerintah harus 
mengutamakan prinsip-prinsip profesionalisme.43 
Kaidah-kaidah tersebut menegaskan bahwa suatu 
kebijaksanaan, putusan, peraturan, perundang-undangan atau 
                                                             
41 Rachmat Syafe’i, Ilmu Ushul Fiqih, 117. 
42 Imam Musbikin, Qawa’id Al Fiqhiyah, (Jakarta; Raja Grafindo, 2001), 124. 
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hukum di bidang muamalah yang ditetapkan pada suatu waktu 
dan tempat tertetu dapat diubah atau diganti oleh pemegang 
kekuasaan, pemerintah. Perubahan perlu apabila tidak relevan lagi 
dengan realpolitic sebab perubahan zaman, tempat, situasi dan 
kultur dengan suatu peraturan dan undang-undang yang lebih 
sesuai dengan waktu terakhir. 
Karena itu setiap kebijaksanaan, keputusan, peraturan, 
perundang-undangan yang dibuat oleh lembaga-lembaga negara, 
muatannya harus mengandung kemudahan-kemudahan dalam 
memelihara dan mewujudkan kemaslahatan umat. Dan 
kemaslahatan umum harus mendapat prioritas daripada 
kemaslahatan khusus. 
Metode-metode tersebut perlu pula dilengkapi dengan ilmu 
bantu yaitu ilmu-ilmu yang berhubungan dengan masyarakat, 
seperti sosiologi, antropologi, sejarah, ilmu ekonomi, ilmu politik 
dan negara. Karena spesialisasi kajian fikih siyâsah ini di bidang 
muamalah (berkaitan dengan kehidupan bermasyarakat yang 
cenderung berubah dan menghadapi berbagai masalah yang 
kompleks). Ini tentu saja memerlukan wawasan yang luas. Hal ini 
dapat diperoleh dengan memanfaatkan teori dan konsep ilmu-
ilmu tersebut buat menambah wawasan dalam memahami obyek 
bahasan ilmu ini, dan pengembangannya.  
Dari uraian tersebut nampak bahwa spesialisasi kajian fiqh 
siyâsah adalah berkaitan dengan hal-hal yang berhubungan dengan 
masyarakat, berbangsa dan bernegara. Menurut kajian ini seorang 
kepala negara harus mampu mengayomi dan melindungi semua 
lapisan masyarakat tanpa terkecuali. Pemerintah harus 
membentuk lembaga-lembaga atau departemen-departemen yang 
berkaitan dengan seluruh aspek kehidupan bermasyarakat. 
Salah satu lembaga negara yang pernah ada dalam negara 
Islam adalah lembaga hisbah. Menurut al-Mawardi, hisbah 
merupakan lembaga pemerintah yang mempunyai wewenang 
untuk memerintahkan perkara yang baik, ketika yang baik itu 
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sudah mulai ditinggalkan orang dan melarang sesuatu yang 
mungkar ketika yang mungkar sudah mulai dikerjakan orang.44 
Allah berfirman dalam surat Ali-Imran ayat 104: 
“Dan hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang 
menyeru kepada kebajikan, menyuruh kepada yang ma'ruf dan 
mencegah dari yang munkar; merekalah orang-orang yang 
beruntung.”45 
Pejabat yang bertanggung jawab atas lembaga hisbah ini 
disebut muhtasib. Tugas dan kewenangan muhtasib dapat 
diklasifikasikan dalam tiga kategori;46 
1. Yang terkait dengan Allah, memiliki tanggung jawab untuk 
memastikan bahwa masyarakat secara keseluruhan memiliki 
fasilitas yang memadai untuk menjalankan ibadah. Sarana 
prasarana masjid, penunjukan muazzin dan imam, 
menjadwalkan shalat lima waktu, shalat Jum’at dan shalat Ied. 
2. Yang terkait dengan hak sesama (muamalah), memantau 
penegakan keadilan di masyarakat. Seperti pengawasan 
timbangan, takaran, kadar metal suatu koin, dan kualitas 
produk-produk makanan. Di samping itu harus memantau 
adanya manipulasi harga, pasokan dan produksi, kolusi 
monopolistis, penipuan kecurangan, dan setiap bentuk ketidak-
adilan antar sektor. 
3. Yang terkait dengan hak Allah dan manusia, memberikan 
perhatian yang khusus terhadap berbagai layanan umum 
khususnya kondisi kesehatan kota. Ia harus memantau seluruh 
pengelolaan Seperti penerangan jalan, pengelolaan sampah, 
desain arsitektur bangunan-bangunan kota, suplai air, dan 
sanksi-sanksi anti polusi dan sebagainya. 
Dari penjelasan di atas tampak jelas bahwa tugas dan 
kewenangan badan lingkungan hidup (BLH) sudah sesuai dengan 
perspektif hisbah dalam Islam, akan tetapi ruang lingkup 
                                                             
44 Al-mawardi, al-Ahkam, 240. 
45 Departemen Agama, Al-Quran dan Terjemahannya, 79. 
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pembahasan hisbah lebih luas dari pada Badan Lingkungan Hidup 
(BLH), yang hanya mempunyai kewenangan di bidang lingkungan 
hidup. Sedangkan hisbah menyangkut seluruh aspek kehidupan 
yang terkait dengan al-amr bi al-ma’rûf wa al-nahy ‘an al-munkar, 
yang termasuk di dalamnya tentang pengawasan lingkungan 
hidup yaitu memantau seluruh pengelolaan Seperti pengelolaan 
sampah, dan sangsi anti polusi. 
 
Penutup 
Kewenangan Badan Lingkungan Hidup (BLH) Kabupaten 
Pasuruan menurut Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 
terhadap perlindungan dan pengelolaan lingkungan sudah sesuai 
dengan yang diamanatkan di dalam pasal 63 ayat 3 UU No. 32 
Tahun 2009. Badan ini berwenang untuk membantu kepala daerah 
dalam bidang lingkungan, di antaranya adalah menentukan 
kebijakan tingkat kabupaten/kota dalam hal memberikan izin 
lingkungan, penegakan hukum lingkungan hidup, memfasilitasi 
penyelesaian sengketa, mengelola informasi lingkungan hidup 
serta pengendalian dampak lingkungan dalam arti pencegahan 
dan penanggulangan pencemaran dan kerusakan lingkungan. 
Di dalam Islam terdapat sebuah lembaga yang memiliki tugas 
dan wewenang khusus mengajak kepada ummat melakukan al-
amr bi al-ma’rûf wa al-nahy ‘an al-munkar bernama wilâyah al-hisbah. 
Lembaga ini secara khusus melakukan tugasnya dengan perangkat 
hukum (seperti Undang-Undang) maupun secara gradual melalui 
seruan-seruan moral agar umat konsisten dalam beragama dan 
melakukan al-amr bi al-ma’rûf wa al-nahy ‘an al-munkar. Secara 
substansional, kewenangan Badan Lingkungan Hidup (BLH) 
dalam melaksanakan tugasnya memiliki kesamaan dengan apa 
yang dilakukan oleh wilâyah al-hisbah yaitu pengawasan. Hanya 
saja, karena Indonesia bukan merupakan negara Islam, maka ada 
beberapa ciri khas yang membedakan wewenang Badan 
Lingkungan Hidup (BLH) dengan wewenang wilâyah al-hisbah. 
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